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KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

1.

PERBEKEL BATUAN,

bahwa, dalam melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (10),
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146
Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024;

bahwa, Calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung
tunai desa dengan kriteria yang telah ditentukan dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Desa;

bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada
huruf a dan huruf b ditetapkan peraturan Periaekel tentang
Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Desa Tahun
2024,

Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah — daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6231),
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 868 Tahun 2023}

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pelunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
Menimbang Mengingat Tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang
Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan
Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di
Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2023 Nomor 46);
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Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2023 Nomor 68);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2023 Nomor 70);

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 71);
Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1036/E-14 /HK /2023
penetapan standar biaya umum dan satuan standar harga
pemerintah desa di kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2024
Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2018 tentang
Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018
Nomor 5);

Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batuan Tahun
2020 — 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 03);
Peraturan Desa Batuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintahan (RKPDesa) Batuan Tahun 2024
{Lembaran Desa Batuan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Desa Batuan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Desa Batuan Tahun 2023 Nomor 5);



Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG KELUARGA

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2024

Pasal |

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1.
2
3.
4

10.

11.

12.

Desa adalah Desa Batuan

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan

Perbekel adalah Perbekel Batuan

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana
teknis dan unsur kewilayahan.

Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang
dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.

Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat
mengatur,

Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan wuntuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah
Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian

uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.



(1)

(2)

3

Pasal 2
BLT Desa diberikan kepada KPM wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam
pasal 17 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian
dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024
Besaran BLT Desa diberikan kepada KPM sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu
Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas.
Nama dan alamat , rincian keluarga, jenis kelompok pekerjaan dan jumlah KPM BLT
Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Perbekel
ini

Pasal 3

Peraturan perbekel Batuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perbekel ini dengan

penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Desa Batuan
Pada tanggal 30 Desember 2023

Diundangkan di Desa Batuan

BERITA DESA BATUAN TAHUN 2023 NOMOR 6



000009'€ A z SunpiSuelueq 1g Huey uewocAN || £z
000009't A 3 eAend ‘ig euesiepns uehepy || 2z
000°009°E A eAend "ig oido uewoAN || TZ
000°009°¢ A £ eAend ig eseA ejsng apao ning || 02
000009'€ A £ eAend ‘1g idiey apew i| 61
000°009°€ A v eAend ug lepues yeSuap iN| 8T
000°009°t A t exaier g ai8ues a8y {| 4T
000°009°€ A 9 S IETIT eueliewns ueloAn || o1
000009t A Z yedua] "ig ey uewWoAN IN| St
000009t A v uejapueyad *ig euelg il v1
000°009°€ A £ uejapueyad ‘49 12| ape yesag] €T
000°009°t A ¥ BMID BLISD) "ig Sueis 1n3ay sn3eg epy| 2T
000°009°€ A z apso g elejuedeiy nind emad| 1T
000'009°E A rd apan 19 lojuey apew emad| ot
000'009°¢ A t el ug jwoy ning sndeg epl| 6
000°009°€ A £ n3ung ug tpens apeiN IN| 8
000009t A q ueclujuad “ig uiusey ueAepp iu]| 7
000009t A € ueoluiuad “iq einy ueAept| 9
000°009°E A 4 ueofujuad "ig 3:m>m:.tmo eulp ning IN| ¢
000°009°€ A 4 uounipo|q ‘49 uemeAing uewoAN || v
000°'009°€ A S stAlzuaq Jg ipeAins apeiN | €
000°009°¢€ A q siAizuaq "ig elnd ewieg nind || ¢
000°009'€ A 1 sIAnuUag g suidwes uedepi| 1
ueAeiaN uej
WXAN
(dy) ue-ue] Auqed uep yning yning
gueq uelesag ynung SueSepag uep uep esienjoy uepuy ewe|y BLWEN ON
ueAgiaN | 1uelad
ueeliayad Jodwo|ay swuaf

202 NNHYL dVANVIO NILVdNEVA ILVMWINS NVLVIAYIIN NVNLYE VS3a

vS3Q 179 WdX HYTANT Nvd NVYrd3Nad XOdWOT3X SINIT ‘YOVHNTIN NVIONIY ‘LYINVTY NVa VINVYN © ONVINIL
EZ0T NNHYL9: HOWON
NYN1vd T13%3843d NYINL1VHId NVHIdAV



000°009°'€ A v yuao ug IS9Y 2PN IN| TE€
000°009°t A 4 uelejeuad ‘ig IM3peuUsHI] 113S| 'V'V| OF
000°009°€ A S ueiejeuad ig D{JEN 9PEBIN IN| 6¢C
000°009°€ A £ uenang ‘ig w13 uewoAN IN| 82
000°009°'€ A T uenang ‘ig udaquewoAN || /2
000°'009°€ A € eyada) ug epuay ueAepn || 9z
000°009°E A € epluad “ig eipng uewoAn || sz
000°009°€ A S epluad "ig epiniA 1na) || vT
ueAejaN e
(dy) Alged i yning yning
ule-uie uep
BUB(Q UBJIESIg yning uep uep edien|ay uepuly jewe|y BWEN ON
gue8epad
ueAelaN Iuelad

ueefiayad yodwo|ay siuar




